
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON 

NOMOR : 6 TAHUN 2001 

 

TENTANG 

 

PAJAK PENERANGAN JALAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA AMBON, 

 

Menimbang : a.       Bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah, maka Peraturan Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat TI Ambon Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pajak 

Penerangan Jalan perlu disesuaikan 

b.      bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam butir a 

diatas, maka penetapannya diatur dan dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah. 

   

Mengingat : 1.      Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang Undang 

Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran 

Negara Tahun 997 Nomor 80) sebagai Undang-Undang; 

2.      Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3209); 

3.      Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa 

Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3684); 

4.      Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3685); 

5.      Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nornor 60 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3886); 

6.      Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemenntah (Lembaran 

Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) 

7.      Undang-Undang Nonior 25 Tahun 1999 tentang Keuangan antara Peraturan 

Pusat dan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 

Tambahan Nomor 3848); 

8.      Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota 

Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus Rumah 

Tangganya sendirinya (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30), jo. 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotamadya Tingkat TI Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20); 

9.      Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tarnbaiian Lembaran Negara Nomor 3691); 

10.  Keputusan Presiden Nornor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan 

Peraturan Perundangan-undangan, Rancangan Peraturan Pernerintah dan 

Rancangan Keputusan Presiden; 

11.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan 

Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 

 



12.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah: 

13.  Kepurusan Menreri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara 

Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah 

14.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem 

Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan 

Pendapatan lain-lain, 

15.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon Nomor 5 Tahun 1993 

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon. 

 

Dengan Persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PAJAK 

PENERANGAN JALAN. 

 

 

BAB I  

KETENTUAN  UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam  yang dimaksud dengan : 

1.      Daerah adalah Kota Ambon; 

2.      Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai 

Badan Eksekutif Daerah; 

3.      Kepala Daerah adalah Walikota Ambon;  

4.      Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Ambon; 

5.      Badan adalah bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, 

perseroan lairmya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, 

persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, 

Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap badan usaha lainnya. 

6.      Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara 

(Persero)  

7.      Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas Penggunaan 

Listrik Negara. 

8.      Pembukuan adalah suatu proses peacacatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan 

data dan informasi yang meliputi keadaan baru, kewajiban atau utang, modal, penghasiian atau 

biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang yang ditutup dengan menyusun 

laporan keuangan berupa dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak terakhir 

9.      Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat adalah surat yang digunakan oleh wajib 

Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau ketempat 

lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 

10.  Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat keputusan yang 

menentukan besarnya jumlah pajak yang terhitung; 

11.  Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat 

keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang taring, jumlah kredit pajak, jumlah 

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus 

dibayar; 

12.  Surat Ketetapam Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selan jutnya disingkat SKPDKBT 



adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ; 

13.  Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat 

keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih 

besar dari pajak terutang atau tidak seharusnya terutang ; 

14.  Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih l3ayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat 

Keputusan yang menentukan kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak besar dari 

pajak yang terhitung atau tidak seharusnya terutang 

15.  Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang 

menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak 

terutang dan tidak ada kredit pajak ; 

16.  Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan 

pajak atau sanksi admin'strasi berupa bunga dan atau denda; 

17.  Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib 

Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke 

tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

18.  Kas Daerah adalah Kas Kota Ambon. 

 

BAB  II 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK  

Pasal 2 

 
(1)   Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak kepada setiap pengguna tenaga listrik. 

(2)   Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik. 

(3)   Tenaga sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun 

bukan PLN 

 

Pasal 3 
Dikecualikan dari obyek pajak adalah: 

a.       Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  

b.      Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, 

Perwakialan Asing, dan lembaga-lembaga Intemasional dengan asas timbal balik sebagaimana 

berlaku untuk pajak negara; 

c.       Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak 

memertukan izin dari instansi teknis terkait. 

d.      Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah. 

 

Pasal 4 

 
(1)   Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengunakan tenaga listrik. 

(2)   Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna 

tenaga listrik. 

 

BAB III  

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK 

Pasal 5 

 
(1)   Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. 

(2)   Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan: 

a.       Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran, Nilai Jual 

Tenaga Listrik adalah besarnya tagihan biaya pemakaian listrik / rekening listrik; 



b.      Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, nilai Jual 

Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia dan pemakaian atau taksiran pemakaian listrik 

serta harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. 

(3)   Harga satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Kepala 

Daerah dengan berpedoman satuan listnik yang berlaku untuk PLN. 

 

Pasal 6 

 
Tarip Pajak ditetapkan sebagai berikut: 

a.       Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN bukan untuk Industri ditetapkan sebesar 7% 

(Tujuh persen); 

b.      Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, untuk Industri, ditetapkan sebesar 5% (lima 

persen): 

c.       Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk Industri, ditetapkan 

sebesar 9% (sembilan persen); 

d.      Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk Industri, ditetapkan sebesar 7% 

(tujuh persen). 

 

BAB   IV 

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITINGAN PAJAK 

Pasal 7 

 
(1)   Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah. 

(2)   Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagai mana dimaksud dalam 

Pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. 

 

BAB V 

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN  

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

Pasal 8 

 
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan terakhir takwim. 

 

Pasal 9 

 
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya (satu) tahun takwim kecuali bila wajib Pajak 

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. 

 

Pasal 10 

 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKPD.  

 

Pasal   11 

 
(1)   Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. 

(2)   SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap. 

(3)   SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-

lambatnya 15 (lima belas) hari sete lah berakhirnya masa pajak. 

(4)   Untuk pelanggan Listrik PLN, Daftar Rekening Listrik yang diterbitkan oleh PLN rnerupakan 

SPTPD 



(5)   Bentuk, isi dan tatacara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

 

BAB VI 

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK 

 Pasal 12 

 
(1)   Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan 

pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. 

(2)   Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan PLN, rekening listrik dipersamakan dengan 

SKPD. 

(3)   Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat 

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa 

bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. 

 

Pasal 13 

 
(1)   Wajib Pajak yang memnbayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (l) 

digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang. 

(2)   Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat 

menerbitkan :  

a.       SKPDKB ;  

b.      SKPDKBT; 

c.       SKPDN ; 

(3)   SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan: 

a.       Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau 

kurang dibayar, dikenakan sanksi adminis trasi berupa bunga sebesar2% (dua persen) sebulan 

dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang nya pajak; 

b.      Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang diten tukan dan telah ditegur 

secara tertulis, dikenakan sanksi adminis trasi berupa bunga sebesar2% (dua persen) sebulan 

dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang nya pajak; 

c.       Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara 

jabatan, dan dikenakan sanksi adminis trasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima 

persen) dari pokok pajak ditambah :zaksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 

sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

(4)   SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b , diterbitkan apabila ditemukan data baru 

atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang 

terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari 

jumlah kekurangan pajak tersebut, 

(5)   SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang 

samabesarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang sama besarnya dengan jumlah 

kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; 

(6)   Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu 

yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi 

berupa bunga 2% (dua persen) sebulan. 

(7)   Penambahan Jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan 

apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. 


